RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 33/PUU-XV1/2018

“Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menentukan Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu”

PEMOHON

Martinus Butarbutar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Risof Mario, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

OBJEK PERMOHONAN
Pengujian materiil Pasal 169, Pasal 227, dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor

7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguiji

Undang-Undang adalah:

1.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum?”;

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;



3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;”

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 169, Pasal 227,
dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), oleh karena itu Mahkamah

berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, vyaitu: (a)
perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan
privat, atau (d) lembaga Negara.”;



2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor
010/PUU/NN/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

a.

b.

adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuiji.

kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuiji.

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Para Pemohon adalah perorangan warga Indonesia;

4. Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas

berlakunya Pasal UU a quo, karena dalam era pemilihan langsung saat ini

DPD tidak diikutsertakan dalam penentuan calon Presiden dan Wakil

Presiden.

5. Hal ini berakibat dapat merugikan kepentingan rakyat Indonesia, khususnya

orang-orang dari bangsa Indonesia asli.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945
A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

e Pengujian Materiil UU Pemilu yaitu:

1. Pasal 169:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;

C.  suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil
Presiden adalah Warga Negara Indonesia;

d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan

tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;



mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas
dari penyalahgunaan narkotika;

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau
DPRD;

terdaftar sebagai Pemilih;

memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan
kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang
dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden,
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Bhinneka Tunggal Ika;

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;

berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;



berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis,
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan

t. memiliki  visi, misi, dan program dalam melaksanakan
pemerintahan negara Republik Indonesia.

2. Pasal 227:

Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a.

kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga
Negara Indonesia;

surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang
ditunjuk oleh KPU;

surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta
kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau
tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh
pengadilan negeri;

surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,
DPD, dan DPRD;

fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman
atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun
terakhir;

daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal

calon;



surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau
Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan
yang sama;

surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan
bahwa setiap bakal calon tidak pemah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan
pendidikan atau program pendidikan menengah;

surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/
PKI dari kepolisian;

surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang
bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal
calon Wakil Presiden secara berpasangan;

surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon
Peserta Pemilu; dan

surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.



3. Pasal 229:
1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan
bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum
atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai
politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris
jenderal atau nama lain Partai Politik yang bergabung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a;

c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung;

d. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dan bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b;

e. naskah visi, misi, dan program dari bakal Pasangan Calon;

f. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan
mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon; dan

g. kelengkapan persyaratan bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

2) KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal:

a. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; atau

b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon diajukan oleh
gabungan  partai polittk Peserta  Pemilu  yang
mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.



B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pembukaan (Preambule)

2. Pasal 1 ayat (2):
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar".

3. Pasal 18B ayat (2):
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang®.

4. Pasal 26 ayat (1):
“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara“.

5. Pasal 28l ayat (3):
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban®.

6. Pasal 32 ayat (1):
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya®.

VI.  ALASAN PERMOHONAN

1. Para Pemohon adalah perorangan warga Indonesia,

2. Para Pemohon mendalilkan bila sejarah telah memberikan hak konstitusional
dari seluruh rakyat yaitu orang bangsa Indonesia asli dan diakui dalam UUD
1945, melalui utusan daerah yang kemudian bermetamorfosa menjadi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

3. Bahwa menurut para Pemohon hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas
berlakunya Pasal UU a quo, karena tidak menyertakan Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia dalam penentuan Calon Presiden dan Wakil
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VII.

Presiden. Kerugian konstitusionalnya adalah menjadi hilangnya jati diri
bangsa Indonesia beserta masyarakat budaya dan tradisional sebagaimana
dimuat dalam UUD 1945;

Hal demikian merupakan pengenyampingan hak orang-orang bangsa
Indonesia asli dalam menentukan pemimpin bangsa, karena tidak
mengakomodir kedudukan konstitusional orang-orang bangsa Indonesia asli
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UUD 1945 yang mengakui sejarah

berdirinya negara Indonesia oleh orang-orang Indonesia asli.

PETITUM

1.

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon pengujian

undang-undang yang diajukan Pemohon;

. Menyatakan ketentuan Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan
dengan; Pembukaan (Preambule), Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal
26 ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

. Menyatakan ketentuan Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

. Menyatakan oleh karenanya ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

. Memerintahkan pemuatan Putusan perkara ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia.



